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BUPATI BANYUASIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI BANYUASIN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  disertai penjelasan dan dokumen-dokumen
pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan
Peraturan Perundang-undangan untuk  memperoleh
persetujuan bersama,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2015.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4181);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun: 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

15. Peraturan . . .
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 48,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585); »

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

25. Peraturan . . .
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Banyuasin dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kabupaten Banyuasin Nomor 12
Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 015};

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Kabupaten Banyuasin Nomor 6
Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun
2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2014 Nomor 036);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Kabupaten
Banyuasin Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014
Nomor 035);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan
dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2008 Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor S
Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Badan
Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6
Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Badan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2009 Nomor 16).

Dengan . . .



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN

dan
BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN i BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran  Pendapatan dan  Belanja Daerah  Tahun
Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah Rp. 1.650.490.873.905,00
b. Belanja Daerah Rp. 1.658.708.945.558,00
Surplus/Defisit Rp. (8.218.071.653,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp. 56.880.491.729,00
2. Pengeluaran Rp. 48.662.420.076,00
Pembiayaan Netto Rp. 8.218.071.653,00

Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan Rp.0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 96.738.864.305,00;
b. Dana Perimbangan Rp. 1.309.680.923.500,00;

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah
Rp. 244.071.086.100,00.

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp.34.359.060.985,00;
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.9.335.380.600,00;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Rp.1.891.776.200,00;

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah
Rp.51.152.646.520,00.

(3) Dana . . .



(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah
Rp.390.023.033.500,00;

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.829.437.390.000,00;
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.90.220.500.000,00.

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp.34.674.686.600,00;

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
Rp.189.338.517.000,00;

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya sejumlah Rp.20.057.882.500,00.

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri
dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.818.972.990.406,00;
b. Belanja Langsung sejumlah Rp.839.735.955.152,00.
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.707.937.980.373,00;
Belanja Hibah sejumlah Rp.16.730.900.000,00;
Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 5.180.585.000,00;
Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 88.623.525.033,00;
Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 500.000.000,00.
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(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.62.596.748.000,00;
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.417.190.096.569,00;
c. Belanja Modal sejumlah Rp.359.949.110.583,00.

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 56.880.491.729,00;
b. Pengeluaran sejumlah Rp.48.662.420.076,00.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 56.880.491.729,00;™

b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. O.

(3) Pengeluaran . . .



(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
Rp.5.000.000.000,00;

b. Pembayaran Hutang Kepada Penyedia Barang dan Jasa
Rp.43.662.420.076,00.

Pasal 5

Uraian 'lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1.
2%

10.

1§17

12.
13.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

: Rekapitulasi

: Rekapitulasi

: Ringkasan APBD;

: Ringkasan  APBD menurut  Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

: Ringkasan = APBD menurut  Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Belanja menurut urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,
Program dan Kegiatan;

Belanja Daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan

per Jabatan;

: Daftar Piutang Daerah,
Lampiran VIII :

Daftar Penyertaan Modal (investasi)
Daerah;

. Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Asset Tetap Daerah;

. Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Asset lainnya;

: Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran

sebelumnya yang belum selesai dan
dianggarkan  kembali  dalam Tahun
Anggaran ini;

. Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
Lampiran XIII :

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi
Daerah.

Pasal . ..



Pasal 6

Bupati ‘menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD.

‘ Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 31 Desember 2014

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 31 Desember 2014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2014
NOMOR 129



